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  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan 
menengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 
 

  16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 
 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
dan 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK 
DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

   

  Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
 

  2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 
 

  3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 
 

  4. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, 
yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BABEL adalah Badan Usaha Milik 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang 
keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan. 
 

  5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan 
kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah. 
 

  6. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan 
kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin 
pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah.  
  

  7. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan 
Bangka Belitung. 
 

  8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. 
 

  9. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. 
 

  10. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau Hukum  
Islam. 
 

  11. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga 
Keuangan non Bank yang memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada 
Terjamin. 
 
 



  
  12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan 

dari lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan non Bank yang 
dijamin baik bentuk perorangan, badan usaha,  koperasi, usaha mikro, kecil 
dan menengah  (KUMKM) dari berbagai sektor ekonomi. 
 

  13. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan 
Penjaminan dari penjamin kepada Terjamin. 
 

  14. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang 
atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam 
rangka penjaminan kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian. 
 

  15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada 
Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan perjanjian.  
 

  16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 
Kepulauan Bangka Belitung. 
 
 

  BAB II 
PEMBENTUKAN 

   
Pasal 2 

 
  (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk P.T. JAMKRIDA BABEL. 

 
  (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian P.T. JAMKRIDA 

BABEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

   
 

BAB III 
  TEMPAT KEDUDUKAN 

 
  Pasal 3 

 
  P.T. JAMKRIDA BABEL berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalpinang 

sebagai Ibukota Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang di tempat lain dan 
melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   
   

BAB IV 
  MAKSUD DAN TUJUAN 
   

Pasal 4 
 

  (1) Pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dimaksudkan  untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan 
memperlancar kegiatan dunia usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah  guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga 
mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan 
kemiskinan. 
 

  (2) Tujuan pembentukan P.T. JAMKRIDA BABEL adalah untuk: 

   a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan  kepada Koperasi Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

   b. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal di Kepulauan Bangka Belitung; 
   c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. 
   

 
 



  
 

BAB V 
  KEGIATAN USAHA 
   

Pasal 5 
 

  (1) P.T. JAMKRIDA BABEL melakukan kegiatan usaha penjaminan. 
 

  (2) Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
P.T. JAMKRIDA BABEL dapat melakukan usaha lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

  (3) Untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Penjaminan,  
P.T. JAMKRIDA BABEL harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari 
Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   
 

Pasal 6 
 

  Kegiatan usaha lain P.T. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) adalah : 

  a. penjaminan kredit  tunai di luar Lembaga Keuangan Bank seperti 
penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya; 

  b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan 
Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL); 

  c. penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh KUMKM; 
  d. jasa konsultasi manajemen; 
  e. penyediaan informasi/data base Terjamin; 
  f. penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai; 
  g. kegiatan usaha lainya yang jenis bentuk dan syaratnya ditetapkan oleh 

Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. 

    
  Pasal 7 

 
  (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.  

 
  (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin 

dapat melakukan investasi dalam bentuk; 
   a.   deposito berjangka; dan 
   b.   investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan. 
   

 
BAB VI 

  KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN 
   

Pasal 8 
 

  (1) Susunan Organisasi PT. JAMKRIDA BABEL ini sekurang-kurangnya memiliki 
fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan 
dan pengembangan informasi debitur. 
 

  (2) Pengelolaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen dan 
pengendalian yang ketat oleh pengurus yang kompeten, profesional dan 
berintegritas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. 
 

  (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan 
Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari 
paling sedikit 2 (dua) orang. 
 

  (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan  masa jabatan, tugas dan wewenang 
serta pemberhentian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar  
P.T. JAMKRIDA BABEL. 


